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ABSTRACT  
This study aims to analyze the effectiveness of rice field conversion regulations in the context 
of Law No. 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land in 
Buleleng Regency, as well as to identify the obstacles and efforts in resolving disputes arising 
from such land conversion. This study uses an empirical legal research method with a 
descriptive approach, which examines the relationship between applicable legal norms (das 
sollen) and legal facts in the field (das sein). Research data was obtained through interviews, 
field observations, and document studies using primary and secondary data sources in the 
form of laws and regulations, regional policy documents, and information from relevant 
agencies and the community. The results of the study show that the implementation of 
sustainable agricultural land protection in Buleleng Regency has not been optimal. This is 
influenced by the interests of commercial area development, community economic factors, 
and low community understanding and awareness of the importance of agricultural land 
protection. In addition, in resolving disputes over the conversion of rice fields, there are 
obstacles in the form of conflicts of interest between public and private interests, the 
community's perception of land ownership rights as absolute, and social pressure regarding 
changes in land use. Therefore, the Buleleng Regency DPRD has made various efforts, 
including accommodating community complaints, conducting field reviews, mediating the 
disputing parties, and providing policy recommendations to control land use conversion so 
that it remains in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. 
Keywords : Rice Field Land Use Conversion, Legal Effectiveness, Land Disputes, Buleleng 
Regency. 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan pengalihan fungsi lahan 
sawah  dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun  2009 tentang Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Buleleng, serta untuk mengetahui 
kendala dan upaya dalam penyelesaian sengketa yang timbul akibat pengalihan fungsi kahan 
tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan 
deskriptif, yaitu mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku (das sollen) dengan 
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fakta hukum yang terjadi di lapangan (das sein). Data penelitian diperoleh melalui 
wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen dengan menggunakan sumber data 
primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan daerah, 
serta informasi dari instansi terkait dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng 
belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh kepentingan pembangunan kawasan 
komersial, faktor ekonomi masyarakat, serta rendahnya pemahaman dan kesadaran 
masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lahan pertanian. Selain itu, dalam 
penyelesaian sengketa pengalihan fungsi lahan sawah terdapat kendala berupa benturan 
kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan privat, persepsi masyarakat 
mengenai hak kepemilikan tanah yang dianggap mutlak, serta tekanan sosial dalam 
perubahan pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Buleleng melakukan 
berbagai upaya, antara lain menampung aduan masyarakat, melakukan peninjauan 
lapangan, memediasi para pihak yang bersengketa, serta memberikan rekomendasi kebijakan 
guna mengendalikan pengalihan fungsi lahan agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Kata Kunci : Alih Fungsi Lahan Sawah, Efektivitas Hukum, Sengketa Lahan, Kabupaten 
Buleleng 
 
PENDAHULUAN 

Membangun ketahanan dan kemandirian pangan merupakan hal yang 
strategis sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan 
rakyat serta pemenuhan hak atas pangan sebagai bagian dari hak asasi manusia 
(Octavianti, 2021: 71). Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, 
dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
Dalam konteks tersebut, tanah menjadi sumber daya vital, terutama di Indonesia 
sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor 
pertanian. Seiring perkembangan zaman, fungsi tanah mengalami pergeseran dari 
sarana produksi pertanian menjadi komoditas ekonomi bernilai tinggi. Awalnya 
tanah dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan sebagai sumber utama 
penghidupan masyarakat (Zein, 2019: 125), namun kini berkembang menjadi objek 
transaksi untuk perumahan, industri, dan pariwisata, yang menunjukkan 
pergeseran fungsi tanah dari social asset menjadi capital asset (Deliyanto, 2019: 3). 
Meskipun demikian, secara normatif tanah tetap memiliki fungsi sosial 
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria (Arsini dkk., 
2020: 2). 

Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional 
sebagai penyedia pangan, lapangan kerja, serta kontributor Produk Domestik Bruto 
(Asir dkk., 2022: 7). Selain itu, pertanian merupakan sektor dasar yang menopang 
subsektor lainnya seperti perikanan, perkebunan, dan peternakan (Akbar, 2017: 
150). Namun, meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pertumbuhan 
penduduk mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian secara signifikan. Alih 
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fungsi lahan merupakan perubahan penggunaan lahan dari fungsi semula ke fungsi 
lain guna memenuhi kebutuhan hidup dan pembangunan (Natasya dkk., 2022: 45). 
Alih fungsi lahan pertanian menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain 
menurunnya luas lahan pertanian, degradasi lingkungan, serta menurunnya 
kesejahteraan petani (A. Hatu, 2018: 2). Selain itu, konversi lahan juga berpotensi 
meningkatkan emisi karbon, mengurangi keanekaragaman hayati, serta 
memperbesar risiko banjir akibat berkurangnya daerah resapan air (Ramadhan, 
2025: 92). Dampak tersebut menunjukkan adanya konflik antara kepentingan 
pembangunan dan perlindungan lahan pertanian. Sebagai upaya mengatasi 
permasalahan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan guna menjaga 
keberlanjutan lahan pertanian di tengah tekanan pembangunan (Rangkuti dkk., 
2023: 3). Namun, implementasinya di daerah masih menghadapi berbagai 
tantangan. Di Provinsi Bali, terjadi penyusutan luas lahan sawah yang cukup 
signifikan, termasuk di Kabupaten Buleleng, yang menunjukkan adanya tekanan 
alih fungsi lahan yang tinggi. Data terperinci penyusutan lahan sawah di seluruh 
Kabupaten/Kota Bali Periode 2019-2024 adalah sebagai berikut : 

 
Tabel. 1 Penyusutan Luas Lahan Sawah di Bali Tahun 2019-2024 

Kabupaten/ 

Kota 

Luas 

2019 

(Ha) 

Luas 

2024 

(Ha) 

Selisih 

(Ha) 

% 

Penyusutan 

Rata- 

rata/ 

Tahun 

Denpasar 2.164 1.341 -823 -38,03% -6,34% 

Gianyar 11.780,80 10.035 -1.745,80 -14,82% -2,47% 

Bangli 2.210,45 1.967 -243,45 -11,01% -1,84% 

Buleleng 8.860,66 8.015 -845,66 -9,54% -1,59% 

Karangasem 6.584,14 5.976 -608,14 -9,24% -1,54% 

Klungkung 3.572,22 3.251 -321,22 -8,99% -1,50% 

Badung 9.072,48 8.301 -771,48 -8,50% -1,42% 

Jembrana 7.139,68 6.691 -448,68 -6,28% -1,05% 

Tabanan 19.611,38 18.897 -714,38 -3,64% -0,61% 

Sumber : Badan Pertanahan Nasional (BPN). 2024 
 

Berdasarkan Tabel. 1 di atas, Kabupaten Buleleng mengalami penyusutan 
seluas 845,66 hektare atau 9,54% dalam lima tahun, dengan rata-rata kehilangan 
1,59% per tahun. Selain itu, ditemukan ketidaksesuaian antara kondisi faktual di 
lapangan dengan penetapan tata ruang, serta adanya keberatan masyarakat 
terhadap penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tanpa sosialisasi yang 
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memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian alih fungsi lahan tidak 
hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga efektivitas implementasi, konsistensi 
tata ruang, serta kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat (Ali dkk., 2020: 140). 
Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dalam mengendalikan alih fungsi lahan 
pertanian, khususnya dalam konteks sengketa di Kabupaten Buleleng. 
 
METODE 

Metode penelitian merupakan aspek penting dalam proses ilmiah karena 
menjadi dasar dalam mencapai tujuan penelitian (Armia, 2022: 38). Penelitian ini 
menggunakan metode hukum empiris yang berfokus pada pengumpulan data 
lapangan untuk menganalisis implementasi dan efektivitas Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2009 dalam penyelesaian sengketa alih fungsi lahan pertanian di 
Kabupaten Buleleng. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu 
menggambarkan secara sistematis fenomena yang terjadi sekaligus menganalisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum. Data yang 
digunakan berupa data kualitatif yang bersumber dari data primer melalui 
wawancara dengan instansi terkait, serta data sekunder berupa peraturan 
perundang-undangan dan literatur pendukung. Teknik pengumpulan data 
dilakukan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara, dengan penentuan 
informan menggunakan purposive sampling berdasarkan relevansi dengan objek 
penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan 
pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh 
gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan perlindungan lahan 
pertanian beserta kendala dalam implementasinya. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Efektivitas Pengaturan Pengalihan Fungsi Lahan Sawah dalam Perspektif 
Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng 

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng 
merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin ketahanan pangan 
serta menjaga keseimbangan ekologis. Pengaturan mengenai pengalihan fungsi 
lahan sawah menjadi instrumen hukum penting dalam mengendalikan perubahan 
penggunaan lahan yang semakin meningkat akibat tekanan pembangunan. Secara 
normatif, kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mewajibkan 
pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin keberlanjutan lahan pertanian 
sebagai fondasi ketahanan pangan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan 
bahwa perlindungan lahan pertanian bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan, 
meningkatkan kesejahteraan petani, serta mempertahankan keseimbangan 
ekologis. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 mengharuskan 
pemerintah daerah untuk menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
(KP2B) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rencana tata ruang 
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wilayah, sehingga penetapan tersebut bersifat wajib (mandatory) dan menjadi dasar 
dalam pengaturan zonasi pemanfaatan ruang 

Di tingkat daerah, ketentuan tersebut telah diimplementasikan melalui 
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Melalui regulasi ini, pemerintah daerah 
menetapkan kawasan LP2B seluas 6.474,18 hektare yang tersebar di sembilan 
kecamatan sebagai lahan yang harus dilindungi. Selain itu, pengaturan ini juga 
berfungsi sebagai dasar hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang guna 
mencegah alih fungsi lahan secara tidak terkendali. Dengan demikian, dari aspek 
legalitas (rechmatigheid), pelaksanaan perlindungan lahan pertanian di Kabupaten 
Buleleng telah sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, termasuk pembatasan 
alih fungsi lahan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 
41 Tahun 2009 yang pada prinsipnya melarang alih fungsi lahan kecuali untuk 
kepentingan umum. 

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut tidak hanya 
ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan juga oleh implementasi di 
lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah telah menetapkan 
sebagian besar lahan sawah sebagai LP2B dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) 
melalui integrasi dalam RTRW, yang menunjukkan adanya komitmen dalam 
menjalankan kewenangan atribusi dari undang-undang. Akan tetapi, dalam 
praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti ketidaksesuaian antara 
kondisi faktual dengan penetapan tata ruang, serta adanya resistensi masyarakat 
terhadap kebijakan perlindungan lahan. Kondisi ini menunjukkan adanya 
kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial yang mempengaruhi 
efektivitas pelaksanaan kebijakan. 

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto (1988: 54), 
keberhasilan suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu 
sendiri, penegakan hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Dari 
kelima faktor tersebut, faktor masyarakat dan kebudayaan menjadi variabel yang 
paling dominan dalam konteks perlindungan lahan pertanian di Kabupaten 
Buleleng. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat kesadaran hukum 
masyarakat serta adanya persepsi bahwa penetapan LP2B membatasi hak atas 
tanah. Selain itu, perubahan pola pikir masyarakat yang mulai memandang tanah 
sebagai aset ekonomi turut mendorong terjadinya alih fungsi lahan, bahkan dalam 
beberapa kasus ditemukan praktik pembangunan tanpa izin sebelum pengurusan 
legalitas dilakukan. Fenomena ini menunjukkan bahwa secara formal kebijakan 
telah berjalan sesuai hukum, namun secara sosiologis belum sepenuhnya diterima 
oleh masyarakat. 

Lebih lanjut, dalam perspektif kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan 
oleh Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi unsur kepastian, keadilan, dan 
kemanfaatan (Radbruch, 1961: 258). Dalam konteks ini, penetapan LP2B secara 
administratif telah memberikan kepastian hukum mengenai status dan peruntukan 
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lahan. Namun, kepastian tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat 
karena kurangnya pemahaman terhadap kebijakan yang ditetapkan. Di sisi lain, 
dalam perspektif hukum agraria, pembatasan terhadap penggunaan lahan 
merupakan bentuk implementasi fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana diatur 
dalam Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, yang menegaskan bahwa hak atas 
tanah tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi demi kepentingan umum. Hal ini 
menunjukkan bahwa perlindungan lahan pertanian merupakan bagian dari 
tanggung jawab negara dalam kerangka negara kesejahteraan (welfare state) untuk 
menjamin ketersediaan pangan dan kesejahteraan masyarakat. 

Oleh karena itu, efektivitas perlindungan lahan pertanian pangan 
berkelanjutan di Kabupaten Buleleng tidak hanya bergantung pada kekuatan 
regulasi, tetapi juga pada tingkat kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat. 
Kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum menjadi salah satu faktor utama yang 
menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan LP2B. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2002: 462), kesadaran hukum 
masyarakat ditentukan oleh pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku 
terhadap hukum. Dengan demikian, diperlukan upaya penguatan melalui 
sosialisasi yang merata, edukasi hukum yang berkelanjutan, serta pendekatan 
partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan 
kebijakan. Melalui langkah tersebut, diharapkan perlindungan lahan pertanian 
tidak hanya efektif secara formal, tetapi juga dapat diterima secara substantif oleh 
masyarakat, sehingga tujuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dapat tercapai 
secara optimal (Silahooy, 2025: 20). 

Kendala dan Upaya yang dihadapi dalam Penyelesaian Sengketa Pengalihan 
Fungsi Lahan Sawah Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 di 
Kabupaten Bulelen Pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian di 
Kabupaten Buleleng merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2009 yang diwujudkan melalui penetapan Kawasan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (KP2B) guna menjaga keberlanjutan lahan sawah produktif. Namun, 
dalam praktiknya, kebijakan ini menimbulkan sengketa berupa keberatan 
masyarakat terhadap penetapan lahan mereka sebagai KP2B yang kemudian 
disampaikan melalui DPRD dan diproses melalui mekanisme kelembagaan daerah. 
Penyelesaian sengketa tersebut menghadapi berbagai kendala yang tidak hanya 
bersifat normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan 
perubahan pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan DPRD 
melakukan berbagai upaya penyelesaian secara dialogis dan partisipatif guna 
menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan privat. 

Kendala utama yang dihadapi adalah adanya benturan antara kepentingan 
publik dan kepentingan privat. Pemerintah berkepentingan melindungi lahan 
pertanian demi ketahanan pangan, sementara masyarakat sebagai pemilik lahan 
memandang tanah sebagai aset ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan. Kondisi ini diperkuat oleh meningkatnya nilai 
ekonomi tanah akibat perkembangan wilayah, sehingga alih fungsi lahan menjadi 
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pilihan rasional bagi pemilik lahan. Benturan kepentingan ini menyulitkan proses 
mediasi karena masing-masing pihak memiliki dasar legitimasi yang kuat. Untuk 
mengatasi hal tersebut, dilakukan upaya klarifikasi, mediasi, dan pemberian 
rekomendasi kebijakan guna mencari titik keseimbangan antara perlindungan 
lahan dan pemanfaatan hak atas tanah. Selain itu, kendala lain adalah adanya 
persepsi masyarakat bahwa hak kepemilikan tanah bersifat mutlak. Padahal, dalam 
hukum agraria nasional, hak atas tanah mengandung fungsi sosial dan dapat 
dibatasi untuk kepentingan umum (Devita, 2021: 871). Perbedaan pemahaman ini 
menyebabkan masyarakat memandang kebijakan LP2B sebagai pembatasan hak, 
sehingga memperpanjang proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, upaya 
penyelesaian tidak hanya dilakukan melalui mediasi, tetapi juga melalui edukasi 
hukum untuk memberikan pemahaman bahwa penggunaan tanah harus sesuai 
dengan peraturan tata ruang dan kepentingan umum (Herry, 2026: 18). 

Kepentingan ekonomi dan perubahan pola pikir masyarakat juga menjadi 
faktor dominan yang mempengaruhi munculnya sengketa. Lahan pertanian yang 
semula berfungsi sebagai sarana produksi kini dipandang sebagai komoditas 
investasi yang bernilai tinggi, sehingga masyarakat cenderung mengutamakan 
keuntungan finansial. Hal ini menyulitkan penerimaan terhadap kebijakan yang 
mempertahankan status lahan sebagai KP2B. Untuk merespons kondisi tersebut, 
DPRD melakukan peninjauan lapangan guna memperoleh gambaran faktual 
sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih proporsional 
dan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. 

Di sisi lain, rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap 
pentingnya perlindungan lahan pertanian juga menjadi kendala signifikan. Hal ini 
terlihat dari masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai tujuan LP2B, 
masih adanya praktik alih fungsi lahan secara mandiri, serta minimnya partisipasi 
dalam pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan 
belum berjalan secara optimal. Akibatnya, dalam proses penyelesaian sengketa, 
pemerintah harus terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai dasar hukum 
dan tujuan kebijakan sebelum mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, klarifikasi 
dan mediasi berfungsi tidak hanya sebagai penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai 
sarana komunikasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 
Kendala lainnya adalah adanya tekanan sosial dan perubahan pola pikir generasi, 
di mana generasi muda cenderung tidak lagi menjadikan sektor pertanian sebagai 
pilihan utama. Orientasi ekonomi yang bergeser ke sektor non-pertanian 
mendorong munculnya solidaritas di antara pemilik lahan untuk 
mengalihfungsikan tanah mereka. Kondisi ini memperumit penyelesaian sengketa 
karena melibatkan kepentingan kolektif. Untuk mengatasi hal tersebut, DPRD 
melakukan mediasi kolektif dan pendekatan partisipatif guna menjaga stabilitas 
sosial serta mencegah konflik horizontal di masyarakat. 
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kendala dalam penyelesaian sengketa 
pengalihan fungsi lahan di Kabupaten Buleleng bersifat kompleks dan 
multidimensional, melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Upaya 
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penyelesaian yang dilakukan melalui klarifikasi, mediasi, peninjauan lapangan, dan 
pemberian rekomendasi kebijakan merupakan bentuk pendekatan administratif 
yang berorientasi pada dialog dan keseimbangan kepentingan (Nugroho, 2019: 16). 
Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tidak dapat dilakukan secara represif 
semata, melainkan memerlukan pendekatan komunikatif dan partisipatif agar 
kebijakan perlindungan lahan pertanian dapat diterima dan dilaksanakan secara 
efektif oleh masyarakat. 
 
SIMPULAN 

Efektivitas pengaturan pengalihan fungsi lahan sawah berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 41 Tahun 2009 di Kabupaten Buleleng secara yuridis telah 
terlaksana melalui penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). 
Namun, secara sosiologis belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat 
resistensi masyarakat terhadap pembatasan pemanfaatan lahan, yang dipengaruhi 
oleh faktor sosial, ekonomi, dan persepsi hak kepemilikan tanah. Adapun kendala 
dalam penyelesaian sengketa penetapan KP2B meliputi benturan kepentingan 
publik dan privat, persepsi hak kepemilikan yang dianggap mutlak, kepentingan 
ekonomi, rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, serta 
perubahan pola pikir generasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah 
dan DPRD melakukan upaya berupa klarifikasi aduan, peninjauan lapangan, 
mediasi, dan pemberian rekomendasi kebijakan. Upaya ini menunjukkan bahwa 
penyelesaian sengketa dilakukan melalui pendekatan persuasif dan partisipatif 
guna menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan lahan pertanian dan 
hak masyarakat. 
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